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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

PENETAPAN
Nomor 0382/Pdt.G/2017/PA. Tbh

BISMILLAHIRRAMMAANIRRAMIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAMHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan telah menjstubkan Penetapan sebagal
tersebut di bawah ini dalam perkara antira

umur 39 tahun, agama Islam, pekerdaan
Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan H Sidik
Lorang Merak RT 001 RWO1S No32 Kelurahan
Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten

Indragin Hille, selanjulnya disebut sebagal "Pemohon”;

Mealawan

umur 25 tahun, agama lslam, pekedasn Ibu Rumah
Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di RT 001 RW
001 Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka

Kabupaten Indragiri Hilir, selanjulnys disebut sebags)

"Twrmohon®
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membacs berkas pediara Desarta semua surat-surat yang
Berhubungan dengan perkara ini |
Menimbang. bahwa Pemohon telah melangsungkan pemikahan dengan
Termohon pada tanggal 08 Jul 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragici Milr, sebagaimana tersebut
dalam Buky Kutipan Akta Nicah Nomor 18124/VIV2011 tanggal 08 Juli 2011,
Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Tembilshan Nomor
0302/Pdt G/2017/PA Toh tanggal 11 Jub 2017 yang telah mempunyal kekuatan
hukum tetap amamya berbuny! sebagal berfkut
MENGADILY
1. Manyatakan Termohon yang telah dipanggll dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tdak hadir.

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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2. Mengabulkan parmohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memben izin kepada Pemohon (
untuk menjatubkan ek satu raft terhadap Tarmohon

di depan sidang Pengadilan Agama Tambilahan,

4. Momerintahkan Paniters Pengadilan Agama Tambilahsn untuk mengiimken
splinan Panetapan |krar Talak setelah ikear talak diaksanakan kepada
Kantor Urusan Agama  Kecamatan Tembilahan den Kantor Urusan Agama
Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragin Hilir,

5 Membaebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumiah
Rp 691000, (ima ratus sembilan pulub satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap
tersebut, oleh Ketua Majelis pada tanggal 07 Juli 2017 telah ditertukan
panetapan han sidang penyaksian ikrar talak dan teiah dilakukan pemanggiisn
terhadap Pemohon dan Termohon |

Menimbang, bahwa Pemohon hadic di persidangan sedangkan Termohon

tidak hadi dan tidek mengutus omng lain sebagal wakil alau kuasanya yang
sah meskipun kepadanya telah dipanggd secara resmi dan patut |

Menimbang batwa pada harl inl tanggal 08 Agustus 2017 Pemohon telah
mengikrarkan talak terhadap Termohon yang berbuny! sebagal benkut |

" Pada hart ini Selasa teoggal 15 Agustus 2017 M. barsamaan dengan tanggal
22 Zul Quiddeh 1438 M. says bemams

menjatuhken falek sotu i terhadap isteri says bemama

di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan”.

Menimbang, babwa pada saat krar talak diucapkan Termohon tidak
diketahul tentang dalam keadaan suci tidaknys

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maks

Majehs Hakim berpendapat pedu menetapkan telah terfadinya coral talak antara
Pemohon dengan Termohon |

Menimbang, bahwa penetapan ini termasuk dalam  bagian bidang
porkawinan, maka sesual ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomeor 7
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi | 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan
untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
yang telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2008, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENETAPKAN
1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon
dengan Termohon putus karena
perceraian;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan sejumiah
Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus
2017 M., bertepatan dengan tanggal 22 Zul Qaiddah 1438 H., oleh kami
Dra. MULIYAMAH, MH., sebagai Ketua Majelis, YENI KURNIATI, SH.I., dan
RIKI DERMAWAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari #tu juga dalam sidang terbuka untuk
umum didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan AMIR JAYA, SH.I.,
sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirmya Termohon,

YENI KURNIATI, SHI Dra, MULLY. H, MH

Hakim Panitera Pengganti,
/ Q'I._—
RIKI DERMAWAN, SH | AMIR JAYA, SH.I
Biaya Penetapan Rp 275 000 -
3
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